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EVOLUSI SYARIAH 

(Studi Pembaruan Hukum Islam 

Menurut Mah{moud Muh{ammad T{a>ha>) 
 

 Iffah Muzammil448 

  

Abstrak 

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan kontemporer seperti demokrasi, HAM, 

dan lain-lain, Mahmoud Muhammad T{a>ha-- seorang pemikir muslim kontemporer dari 

Sudan-- menawarkan sebuah  metodologi yang disebutnya " evolusi syari'ah (tat{wi>r al-

syari>’ah)". Dalam teorinya, T{a>ha> meyatakan bahwa  syariah bersifat historis dan 

terikat oleh ruang dan waktu. Ini berarti syariah mengalami evolusi (tat{awwur) terus-

menerus. Dalam rangka menjawab sekian tantangan modernitas, evolusi syariah di 

zaman modern ini, umat Islam harus kembali kepada ayat-ayat makkiyah dan me-

nasakh ayat-ayat madaniyah. Ayat makkiyah lebih tepat diterapkan  di era modern ini, 

karena merupakan ayat-ayat us{u>l, yang memuat pesan Islam yang abadi dan 

fundamental, yang menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan martabat yang 

melekat pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, dan 

lainnya. Sementara ayat madaniyah adalah ayat-ayat cabang (furu’) yang berlaku 

sesuai dengan kondisi dan kemampuan umat Islam waktu itu. Jika selama ini syariah 

lebih banyak didasarkan pada ayat-ayat madaniyyah, hal tersebut tidak dapat 

dipertahankan lagi, karena situasi dan kondisi saat ini berbeda dengan kondisi pada 

abad ke-7. Teori ini menurut T{a>ha> pada dasarnya hanyalah perpindahan dari na{s{ ke na{s{  

(intiqa>l min nas{{ ila na{s{). Berdasarkan teorinya tersebut, T{a>ha> melahirkan isu 

kebebasan, kesetaraan, demokrasi, dan sosialisme.  

Secara metodologis, teori  ini melahirkan paradigma baru. Berdasarkan teori ini, maka 

konsep qat{’i>-z{anni> sebagaimana disepakati jumhur selama ini menjadi tidak berlaku. 

Teori ini juga melahirkan hukum yang lebih ‘ramah’ terhadap perempuan dan non 

muslim. Implikasi metodologis lainnya adalah nasakh tidak berlaku secara permanen, 

Akibatnya beberapa ketentuan seperti ayat-ayat toleransi yang dianggap mansu>kh oleh 

sebagian ulama, saat ini harus diberlakukan kembali. 

 

 

                                                             
448 Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, diajukan kepada panitia AICIS 2012. 
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A. Pendahuluan 

Banyak kalangan menilai bahwa metodologi hukum Islam yang ada, tidak 

cukup memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti demokrasi, 

HAM, civil society, konstitusionalisme, dan negara-bangsa. Hal ini menyebabkan 

hukum Islam seakan tidak siap menghadapi tantangan zaman dan tidak relevan  

diterapkan  di dunia modern.449 

Mah{moud M T{a>ha>, berupaya memecah kebuntuan tersebut dengan membawa 

sebuah tawaran metodologi yang disebutnya "evolusi syari'ah (tat{wi>r al-tashri>')". 

Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa  syariah bersifat historis dan terikat oleh ruang 

dan waktu sesuai dengan kemajuan pemikiran dan peradaban manusia. Ini berarti 

syariah mengalami evolusi (tat{awwur) terus menerus. 

Dalam rangka menjawab sekian tantangan modernitas yang menyeruak, evolusi 

syariah di zaman modern ini, umat Islam harus kembali kepada ayat-ayat makkiyah 

dan me-nasakh ayat-ayat madaniyah. Ayat makkiyah lebih tepat diterapkan  di era 

modern ini, karena merupakan ayat-ayat us{u>l, yang memuat pesan Islam yang abadi 

dan fundamental, yang menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan martabat yang 

melekat pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan 

agama, ras, dan lainnya. Sementara ayat madaniyah adalah ayat-ayat cabang (furu’) 

yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan umat Islam waktu itu. 450 

Berdasarkan teorinya tersebut, T{a>ha> melahirkan isu kebebasan, kesetaraan, 451 

demokrasi, dan sosialisme.452  

Gagasan tersebut dengan segera melahirkan gelombang reaksi yang luar biasa. 

Nirwan Syafrin—peneliti INSISTS (Institute for Study of Islamic Thoughtand 

Civilization ) Jakarta—menuduh bahwa gagasan itu akan membuat Islam bubar, 

setidaknya akan mengosongkan Islam dari syariat-syariatnya.453  Ja'far Numeiry (w. 

1985), presiden Sudan yang berkuasa saat itu bahkan membuat T{a>ha> harus membayar 

mahal gagasannya dengan menggantungnya atas tuduhan murtad.454 

Namun di sisi lain, Bassam Tibi—guru besar hubungan internasional di Georg-

August-Universitat, Gottingen--, menyebut T{a>ha> sebagai "pembaru hukum dari 

                                                             
449Pengantar Redaksi , Fiqh Madani, (Yogyakarta: LKis, 2010), ix. 
450T{a>ha>, al-Risa>lah al-Tha>niyah min al-Isla>m, cet. 5 (T.t.: t.p., t.t.), 9-10. 
451 Ibid., 118-126. 
452 Ibid., 143-149. 
453Nirwan Syafrin, http:// insistnet.com /index.php?option=com_ content&view=article&id =118: 

abdullah-ahmad-an- naim&catid=19:tokoh-liberal&Itemid=17. 
454 Asma’ Mah{mu>d “Madkhal ila> H{aya>t wa Fikr al-Usta>dh Mah{mu>d Muh{ammad T{a>ha>”, dalam Mah{mu>d 

Muh{ammad T{a>ha> , Nah{w Mashru>’ Mustaqbili li al-Isla>m, (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi> al-‘Arabi, 
2007), 7. 
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Sudan".455 Amin Abdullah—dosen pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya--bahkan 

menempatkan T{a>ha> bersama para pemikir muslim kontemporer seperti Iqbal, Sai>d 

Ashmawi, Fazlur Rah}ma>n, Shahru>r, dan A Na’im, sebagai tokoh yang melakukan 

pergeseran paradigma (paradigm shift) dalam us{u>l fiqh.456 

Tulisan ini akan melakukan kajian atas pemikiran T{a>ha> yang ditulisnya dalam 

buku al-Risa>lah al-Tha>niyah min al-Isla>m dan diterjemahkan oleh Abdullahi A Na'im-- 

murid T{a>ha> yang menjadi guru besar hukum di Emory University School of Law, 

Amerika Serikat-- 457 dengan judul The Second Massage of Islam. Tulisan  ini juga 

akan merujuk pada karya-karya T{a>ha> yang lain, diantaranya Tat{wi>r Shari>’at al-Ah{wa>l 

al-Shakhs{iyah, al-Dustu>r al-Isla>mi>, dan lain-lain.458  

 

B. Syariah dan Pembaruan Hukum Islam 

Syariah pada mulanya dipahami sebagai ajaran Islam secara keseluruhan (al-

di>n), termasuk akidah dan akhlak (Q.S. 42:13 ; Q.S. 45:18). Dalam perkembangan 

selanjutnya istilah itu mengalami penyempitan makna sebatas ajaran agama yang 

menyangkut hal-hal lahiriyah. Sementara itu fikih sendiri mengalami penyempitan 

makna dari makna semula yang mengandung makna pemahaman terhadap ajaran 

agama secara keseluruhan, sebagaimana tertera dalam buku Abu> H}ani>fah yang berjudul 

al-Fiqh al-Akbar  (w. 150 H/767 M) menjadi ajaran Islam yang menyangkut aturan-

aturan legal formal.459  

Penyempitan makna syariah ini muncul di era ulama muta’akhkhiri>n. Menurut 

mereka, syariah hanya terbatas pada masalah-masalah  yang berkaitan dengan tingkah 

laku dan perbuatan orang dewasa yang lazim disebut hukum ‘amali> atau hukum takli>fi>, 

yang hukumnya telah ditegaskan oleh nas{.460  Berdasarkan pengertian tersebut, maka 

syariah dibedakan dengan fikih. Jika secara bahasa, syariah bermakna “jalan ke sumber 

air”,461 maka makna  fikih secara bahasa adalah “tahu dan paham” (Q.S. 9: 122 dan 20: 

25-28). 462  Adapun secara istilah, fikih adalah “pengetahuan tentang hukum agama 

                                                             
455Bassam Tibi, “Syari'ah, HAM, dan Hukum Internasional”, dalam Dekonstruksi Syari'ah II, 

(Yogyakarta: LKiS, 2009), 97. 
456 Amin Abdullah, “Paradigma Alternatif Pengembangan Usul Fiqh” dalam Menuju Ijtihad. 

Kontekstual. (Jogjakarta: Fak. Syari'ah-FSHI, 2004), 140. 
457http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi_Ahmed_An-Na'im, diakes tanggal 21 April 2012.  
458 www.alfikra.org. 
459Ahmad Sukardja, "Pendahuluan", dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar 

Van Hoeve, t.t.), 2-3. 
460

 Ibrahim Hosen, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru” dalam Ijtihad Dalam Sorotan, ed. 
Jalaluddin Rahmat, (Bandung: Mizan, 1996), 28. 

461 Yu>su>f Ha>mid al-‘Ali>m, al-Maqās}id al-‘A<mmah li al-Sharī’at al-Isla>miyyah (Riya>d}: al-Dār al-
Isla>miyyah li al-Kita>b al-Islāmy, 1994), 19. 

462 Ashshiddiqi, Pengantar Ilmu Fiqh, 17. 
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yang dihasilkan dari ijtihad “.463 Hukum Islam kategori syariah dihasilkan dari dalil 

qat{'i>, sedangkan fikih dihasilkan  dari dalil z{anni>.  

Qat{’i> artinya tegas sesuai dengan yang dikehendaki wahyu. Karena itu, hukum 

yang dihasilkan dari dalil qat{'i>  tidak memerlukan ijtihad. Berdasarkan hal tersebut, 

lahir prinsip di kalangan mayoritas ulama’ us{u>l bahwa tidak ada ijtihad dalam 

menghadapi nas{{. 464  Adapun z{anni>  adalah dugaan kuat seorang mujtahid. Syariah 

kebenarannya bersifat absolut, karena itu ia tidak menerima perubahan dan tetap 

berlaku universal di sepanjang zaman dan tempat. Sedangkan kebenaran fikih bersifat 

relatif yang   dalam penerapannya, harus mengikuti situasi dan kondisi.465  

Ijtihad, secara istilah diartikan dengan "upaya sungguh-sungguh dari seorang 

faqi>h untuk menghasilkan kesimpulan hukum agama yang bersifat z}an  dari dalil-dalil 

yang bersifat rinci".466 Dari definisi fikih dan ijtihad tersebut terlihat dengan jelas 

bahwa hasil ijtihad, sangat dipengaruhi oleh kondisi waktu dan tempat. Universalisme 

fikih terletak pada nilainya, yakni kemaslahatan.467 

Ijtihad inilah yang menjadi intisari dari pembaruan hukum Islam. Dengan 

ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang 

bersifat z{anni>. Dengan ijtihad dapat muncul pemikiran baru sebagai ganti pendapat  

ulama terdahulu yang dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penafsiran dan 

ijtihad dalam masalah-masalah z{anni> bukan saja bisa berbeda, tapi juga bisa berubah 

sesuai perbedaan waktu dan tempat. Karena itu muncul prinsip “hukum berubah sesuai 

perubahan waktu dan tempat”. Contoh popular dalam hal ini adalah qaul qadi>m dan 

qaul jadi>d imam Syafi’i. Ajaran Islam yang absolut yang didasarkan pada nas{ qat{’i>  

(syariah), tidak dapat diperbarui. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam hanya 

menyangkut hukum fikih, tidak menyentuh hukum kategori syariah. 468  

Isu pembaruan hukum Islam muncul ketika terjadi kontak dunia muslim dengan Barat 

di awal abad 19. Ahli hukum Islam mulai kebingungan melihat terjadinya peristiwa-

peristiwa baru yang tidak ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab fikih klasik. Maka 

muncullah gerakan untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan 

perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

tersebut.469 

                                                             
463Abd H{ami>d H{aki>m, al-Sullam (Jakarta: Al-Maktabat al-Sa'diyyah Putera, t.t.), 5.  
464 Ibrahim Hosen “Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik” dalam Artikulasi Islam Kultural 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 52-53. 
465 Ibid. 
466Jala>l al-Di>n al-Mah}alli>, Sharh} al-Waraqa>t (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), 379. 
467Ibrahim Hosen, “Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan ?”, Makalah Seminar, ( Jakarta: MUI, 8 

September 1995), 4. 
468

  Abdul Aziz Dahlan, et.al, editor, “Pembaruan Hukum Islam”  dalam Ensiklopedi Hukum Islam , j. 4 
(Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve), 1375. 

469 Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11-12. 
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C. T{a>ha> dan Situasi Sosial Politik Sudan 

T{a>ha> lahir pada 1909, atau 1911 di Rufa>’ah, kota kecil di sebelah Timur Blue 

Nile Sudan Tengah. Ibunya meninggal  pada 1915, sementara ayahnya meninggal 1920. 

Pendidikan di teknik Universitas Khartoum, dirampungkannya 1936. Pada awal 1940-

an,  ia  memilih berhenti dari jawatan kereta api tempatnya bekerja dan mendirikan 

lembaga pendidikan sendiri.470 

Dengan  didukung oleh kalangan intelektual yang sama-sama kritis terhadap 

situasi negaranya, pada Oktober 1945, T{a>ha> mendirikan Partai Persaudaraan Republik 

(The Republican Broherhood atau Republican Brothers and Sisters) dengan tujuan 

untuk mewadahi perjuangan ke arah kemerdekaan Sudan. Sedangkan agenda politiknya 

adalah untuk merefleksikan kekuatan orientasi Islam modernis, yang pada waktu itu 

belum sepenuhnya berkembang.471 

Sejak itu ia mulai keluar masuk penjara penguasa kolonial Inggris hingga 

menjalani masa pengasingan di Rufa'ah. Pasca pengasingannya yang berakhir pada 

Oktober 1951, T{a>ha> muncul dengan pemikirannya yang disebutnya “Pesan Islam 

Kedua (al-Risa>lah al-Tha>niyah min al-Isla>m)”, di tengah masyarakat muslim Sudan 

yang bercorak sufistis. Jumlah umat Islam mencapai 73 % dari keseluruhan populasi 

penduduk yang sebagian besar berdomisili di Sudan Utara, sementara Sudan Selatan 

dihuni oleh pemeluk kepercayaan tradisional Afrika (22%) dan Kristen (5%).472  

T{a>ha> menyebarkan gagasannya lewat pidato, surat kabar, pamflet dan buku.  

Dengan menentang kebijakan Presiden Numeiri yang menerapkan syariah kepada 

rakyat Sudan yang beragam, T{a>ha> dan kelompoknya menjadi kontroversial secara 

politis. Mereka menuduh bahwa syariah tradisional yang berdasarkan pada 

ketidaksetaraan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, tidak dapat 

diperdamaikan dengan pemerintah konstitusional modern. Untuk Sudan, mereka 

menganjurkan demokrasi federal dengan sosialisme ekonomi dan hak politik setara 

untuk seluruh rakyat, tanpa memandang gender atau agama.473  

Sejak 1950, Sudan selalu dirongrong perang saudara dengan kelompok 

minoritas non-muslim Sudan Selatan.  Langkah Ja'far Numeiri (1969-1985)--penguasa  

yang berasal dari kalangan militer-- menggunakan syariah sebagai senjata untuk 

melakukan represi politik terhadap musuh-musuhnya melalui Dekrit Presiden 1983, 

mengakibatkan terjadinya penerapan sewenang-wenang  atas penerapan h{udu>d. 

Diperkirakan sedikitnya dua ratus pelaku kejahatan telah dipotong tangannya selama 
                                                             
470 Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Translator’s Introduction”, dalam The Second Message of Islam 

(Syracuse: Syracuse University Press, 1987), 2. 
471 Ibid., 3-4. 
472Agus Moh. Najib, Evolusi Syari'ah, (Jogjakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), 17. 
473 Paul Magnarela, “Persaudaraan Republik” dalam John L. Esposito, ed. Ensiklopedi Oxford Dunia 

Islam Modern,  j.4 (Bandung: Mizan, 2002), 354. 
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dua tahun (1983-1985). Sudan pun kembali bergolak.  Perang saudara yang sempat 

terhenti pada 1972  meletus   kembali. Tak hanya menghadapi kelompok selatan yang  

didukung Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau SPLA, Numeiri juga menghadapi  

T{a>ha> bersama kelompoknya,  yang mengecam  dan menolak habis-habisan kebijakan 

tersebut.474    

Dalam konteks ini, T{a>ha> menolak interpretasi hukum rezim Numeiri karena 

dinilai banyak mengalami penyimpangan. Pandangan-pandangan hukum T{a>ha> yang 

banyak disampaikan oleh murid yang menjadi corong atas ide-idenya,  ‘Abdullah 

Ahmad al-Na’im, hampir selalu berhadapan dengan pemerintahan. 475 Atas ide-idenya 

tersebut T{a>ha> harus menghadapi Mahkamah Shar’iyah pada bulan November 1968 

yang memutuskan bahwa ia telah murtad. 476  Keputusan murtad justru membuat 

gerakan T{a>ha> semakin mendapat simpati publik akibat ide-idenya terhadap kebebasan 

dan pembelaan terhadap kaum tertindas.477  

Pada 18 Januari  1985,  T{a>ha> harus mengakhiri hidupnya di tiang gantungan 

rezim Numeiri.  Tujuh puluh enam hari kemudian, Numeiri juga harus mengakhiri 

kekuasaannya karena digulingkan oleh kudeta militer pada 6 April 1985. 478  Sejak 

terbunuhnya T{a>ha> dan berikutnya penggulingan Numeiri, Na’im dan kelompoknya 

menjadi komunitas sosial yang bergerak  pada usaha reformasi Islam menurut tradisi 

T{a>ha>.  Garis kebijakan yang diambil oleh mereka adalah menekankan pada usaha-usaha 

reformasi, baik dalam kepercayaan maupun hukum Islam, dan menjauhkan diri dari 

kontak langsung dengan carut marutnya politik yang melilit Sudan pada waktu itu. 479 

Konflik yang berlangsung terus menerus di Sudan berakhir dramatis. Pada 9 

Juli 2011 Sudan resmi terpecah, dengan diproklamirkannya Sudan Selatan sebagai 

sebuah negara baru yang terpisah dari Sudan. Kemerdekaan Sudan Selatan merupakan 

hasil referendum yang diadakan pada 9-15 Januari 2011, dengan kemenangan mencapai 

98,81%. Mayoritas penduduk Sudan Selatan  berasal dari suku Afrika, yang 

mayoritas  memeluk agama Kristen dan animisme.480  

 

 

                                                             
474 Carolyn Fluehr-Lobban, “Sudan”, dalam  John L. Esposito, ed. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam 

Modern, j.5 (Bandung: Mizan, 2002), 205. 
475 ‘Abdullah Ahmad al-Na’im, Dekonstruksi Syariah, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rani 

(Yogyakarta: LKIS, 1997), xi. 
476 Asma’ Mah{mu>d “Madkhal ila> H{aya>t wa Fikr ”, 7. 
477

 Ibid., 17. 
478 Ibid., 7. 
479 LKiS, “Pengantar”, dalam Dekonstruksi Syari’ah (Yogayakarta: LKiS, 1997),xiii. 
480 http://www.dnaberita.com/berita-37759-indonesia-akui-kemerdekaan-sudan-selatan.html. Diakses 28 

Juli 2012. 
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D. Evolusi Syariah : Membangun Paradigma Baru  

1. Rekonstruksi Konsep Syariah 

Menurut T{a>ha>, kesempurnaan syariah Islam terletak pada kemampuannya 

untuk terus berkembang dan keluwesannya dalam menjawab berbagai persoalan 

zaman.481  Untuk memperjelas pemikirannya, T{a>ha> membedakan al-di>n dan syariah. 

Menurutnya, syariah adalah kadar tertentu dari agama yang ditujukan kepada umat 

manusia,  yang disesuaikan dengan kemampuan intelektual mereka.482  

Ia mengajukan argumennya dengan mengutip Q.S. 3:103.  "H{abl Allah" yang 

dimaksud ayat tersebut menurutnya adalah Islam,  yakni Alquran.  Tali (h{abl) yang  

juga disebut "huda" (Q.S. 2:38) ini turun dari Allah untuk dilepaskan ke bumi manusia. 

Maka pangkalnya berada pada manusia, namun ujungnya berada di sisi Allah.  

Gambaran ini menurutnya secara jelas disampaikan Q.S. 43:1-4. Pernyataan ayat 

tersebut, "Sesungguhnya Kami menjadikan Kitab Alquran dalam bahasa Arab supaya 

kamu memahami (nya)", menurut T}a>ha> bermakna turun ke bumi, dan itulah syariah. 

Dengan  demikian syariah merupakan penghubung,  karena merupakan ujung tali yang 

berada di bumi, sedangkan di>n adalah ujung tali yang berada di sisi Allah. Syariah ini 

disebut al-'urwat al-wuthqa>, yang tidak akan terputus dari agama (al-di>n). Dari 

beberapa ayat di atas, menjadi jelas bahwa 'tali' dan 'petunjuk' merupakan ungkapan 

yang menunjuk pada hal yang sama, yakni Alquran, yang identik dengan agama (di>n) 

dan Islam. Perbedaan antara agama (al-di>n) dan syariah hanyalah perbedaan kadar, 

bukan perbedaan jenis. 483  

Islam (di>n) inilah yang dibawa para Nabi mulai Adam hingga Muhammad (Q.S. 

42:13). Lafaz shara’a dalam ayat tersebut, bukanlah syariah, melainkan la> Ila>h illa> 

Alla>h, karena syariah para Nabi tidaklah sama, sementara  la> Ila>h illa> Alla>h bersifat 

konstan. T{a>ha> kemudian menunjukkan perbedaan syariah para Nabi. Misalnya, dalam 

hal perkawinan, syariah Nabi Adam membolehkan menikahi saudara sekandung 

sementara dalam syariah Muhammad dilarang.  

Jika perbedaan yang jauh antara kedua syariah tersebut dapat terjadi akibat 

perbedaan tingkatan umat, maka sebuah kesalahan besar jika ada anggapan bahwa 

syariah Islam di abad VII patut diterapkan pada abad XX. Hal itu karena situasi dan 

kondisi mayarakat abad VII jauh berbeda dengan masyarakat abad XX. Menurut T{āhā, 

dalam hal ini kita dihadapkan pada satu diantara dua hal. Pertama, Islam yang mampu 

mengatur manusia abad XX. Kedua, kemampuan Islam telah habis, berhenti pada 

masyarakat abad VII dan masyarakat berikutnya yang mirip dengan masyarakat abad 

VII. Maka masyarakat abad XX harus keluar dari Islam dan mencari solusi atas 

                                                             
481 T{a>ha>, al-Risa>lah,  8 . 
482Ibid., 3-4.    
483 Ibid., 3-5. 
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problematika yang dihadapinya dalam filsafat lain. Tentunya tidak seorang muslim pun 

menyetujui hal ini.  Meskipun demikian, banyak muslim yang menganggap bahwa 

problem abad XX dapat diselesaikan dengan hukum yang sama yang dengan sukses 

telah berhasil menyelesaikan persoalan masyarakat abad VII. 484   

Dari penjelasan di atas,  dapat dipahami bahwa menurut T{āhā, yang tidak 

berubah adalah al-di>n yakni al-Islam, sementara syariah dapat berubah.  Penjelasan 

tersebut sekaligus menepis pembedaan syariah dan fikih yang dilakukan jumhur. Hal 

ini juga dipertegas oleh Na’im yang menyatakan bahwa syariah bukanlah keseluruhan 

Islam itu sendiri, melainkan hanyalah  produk pemikiran manusia—sebagaimana fikih-

-, sehingga tidak bersifat suci, apalagi kekal dan permanen. Beberapa persoalan hukum 

yang berkaitan dengan diskriminasi agama dan gender seperti waris, didasarkan pada 

teks Alquran dan sunnah yang jelas dan rinci, sehingga ia juga merupakan bagian dari 

syariah, bukan semata fikih. Konsekuensinya, perbedaan antara syariah dan fikih 

menjadi tidak relevan .485 Hal ini menurut Na’im didukung oleh ‘ijtihad’ Umar ketika 

menghapus bagian mu’allaf dalam zakat, serta menolak menyerahkan tanah rampasan 

perang Irak dan Syria kepada tentara muslim yang ikut bertempur. 486 

Asumsi bahwa syariah tidak terbentuk dalam satu kali proses, juga 

dikemukakan oleh Ashgar Ali Engineer. Menurutnya, syariah itu bukan sesuatu yang 

paten, melainkan mengalami perkembangan melalui proses evolusi yang 

berkesinambungan selama berabad-abad. Produk syariah tidak pernah final, karena 

syariah harus mampu merespons perkembangan zaman.487 Dalam pandangan Engineer, 

syariah tidaklah sama dengan Alquran yang bersifat Ilahiyah. Menurutnya, syariah 

merupakan bagian dari produk pemikiran manusia yang banyak dipengaruhi  oleh 

kondisi di alam realitas yang amat beragam, sehingga tidak memungkinkan untuk 

mengembangkan satu pandangan yang seragam untuk semua kepentingan yang 

berbeda.488 

 

2. Rekonstruksi Konsep Makkiyah- Madaniyah 

Menurut T{a>ha>, Alquran terbagi menjadi makkiyah dan madaniyah yang 

memiliki karakteristik berbeda. Madaniyah merupakan fase iman, sementara makkiyah 

merupakan fase Islam. Ayat-ayat makkiyah merupakan ayat-ayat us{u>l, sementara ayat-

ayat madaniyah merupakan ayat-ayat furu>’. 489  

                                                             
484 Ibid., 9.  
485 Na’im, Dekonstruksi Syari’ah,  98-99. 
486Ibid., 55-56. 
487 Ashgar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf 

(Yogyakarta: LSPPA, 2000), 11-12.   
488 Ibid., 16. 
489 Mah{moud Muh{ammad T{a>ha>, La> Ila>h Illa> Alla>h, (t.t: t.p., t.t.) 48-49. 
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Selanjutnya T{a>ha> menyatakan bahwa  Islam ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, 

adalah Islam yang berupa ketundukan secara zahir (Q.S. 49:14). Karena itu, munafik 

juga disebut sebagai muslim, sepanjang ia membaca syahadat, salat, puasa, zakat, dan 

haji. Jika apa yang dilakukannya disertai iman di dalam hati, maka ia disebut 

mukmin.490  

Islam tingkatan kedua adalah Islam yang berarti penyerahan diri seutuhnya 

kepada Allah (Q.S. 6:162). Bertaqwa dengan taqwa yang sesungguhnya, serta mati 

dalam keadaan muslim (Q.S. 3:102), menunjukkan bahwa Islam lebih tinggi 

tingkatannya daripada iman. Itulah Islam kedua, yakni Islam yang sesungguhnya.491 

Namun demikian, perbedaan muslim dan mukmin bukanlah perbedaan jenis, melainkan 

perbedaan kadar saja. 492   Islam menurut T{a>ha> merupakan misi kedua yang telah 

dijelaskan secara global oleh Nabi, namun belum dijelaskan secara rinci, kecuali dalam 

persoalan yang terjadi tumpang tindih antara misi pertama dan misi kedua.  

Menurutnya, proses penurunan Alquran telah selesai, namun penjelasannya akan terus 

menerus dilakukan.493  

Ayat-ayat makkiyah dengan demikian merupakan ayat-ayat yang berbicara 

tentang Islam fase kedua, sementara ayat-ayat madaniyah adalah ayat-ayat yang 

berbicara tentang fase iman. Hal tersebut dapat dilihat dari karakter ayat-ayat 

makkiyah dan madaniyah. Salah satu karakter makkiyah adalah mengajak orang ke 

jalan tauhid, 494 sementara ayat-ayat jihad merupakan salah satu karakter madaniyah. 

Adanya penyimpangan dari kaidah-kaidah tersebut disebabkan terjadinya tumpang 

tindih antara pesan makkiyah dan madaniyah yang disebabkan adanya tumpang tindih 

antara Islam dan iman, sebab setiap mukmin adalah muslim di fase permulaan namun 

bukan muslim di masa penghujung.495 

Pada periode Mekkah, manusia diserukan Islam, namun karena secara praksis 

mereka tidak mampu, maka diturunkan  kadarnya menjadi misi iman karena didasarkan 

pada pengalaman praksis manusia sendiri (Q.S. 47:31). Untuk memperkuat 

pendapatnya T{a>ha> menunjukkan beberapa bukti adanya prinsip graduasi dalam tasyri’, 

misalnya Q.S. 3:102 yang menyerukan untuk bertakwa secara paripurna, namun seruan 

ini kemudian diturunkan dengan seruan bertakwa sebatas kemampuan (Q.S. 64:16). 

Menurut T{a>ha>, dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya ayat pertama, 

merupakan makna asli sementara yang kedua merupakan makna derivatif. Tujuannya 

tentu saja adalah makna asli, namun ketika kepentingan mendesak mengharuskan 

                                                             
490 Ibid.,  48-49. 
491 Ibid.,  52. 
492 T{a>ha>, al-Risa>lah, 108. 
493 Ibid., 135. 
494 Ibid., 111. 
495 Ibid., 108-109. 
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aplikasi makna yang sebenarnya harus ditangguhkan, maka yang diaplikasikan adalah 

makna derivatif, sepanjang peralihan dari derivatif ke yang asli, terlebih dahulu 

mempersiapkan situasi yang tepat.496 

Perbedaan teks Mekkah dan Madinah menurut T{a>ha> bukan hanya karena waktu 

dan tempat pewahyuannya, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Artinya, 

adanya perbedaan isi teks tersebut, karena audiens yang dituju oleh Alquran memang 

berbeda. Teks Madinah ditujukan kepada masyarakat yang belum maju, sementara teks 

Mekkah ditujukan kepada masyarakat yang sudah maju dan modern.497  

Berangkat dari asumsi perbedaan audiens tersebut, T{a>ha> kemudian membuat 

perbedaan yang sangat dikotomis antara ayat makkiyah dan madaniyah. Ia menyatakan 

bahwa ayat-ayat makkiyah merupakan ayat-ayat us{u>l, sementara  ayat-ayat madaniyah 

merupakan ayat-ayat furu>'. Dari kedua perbedaan tersebut, kemudian T{a>ha> juga 

membagi Islam menjadi dua periode. Pertama, periode Mekkah (610-622 M) yang 

disebutnya sebagai al-risa>lat al-tha>niyah yang  didasarkan pada ayat-ayat makkiyah  

(us{u>l). Kedua, periode Madinah (622-632 M) yang disebutnya al-risa>lat al-u>la>  yang 

didasarkan pada ayat-ayat furu>'.498  Lebih jauh lagi, T{a>ha> kemudian menyatakan bahwa 

ayat-ayat madaniyah telah selesai menjalankan fungsinya dan telah habis masanya 

serta tidak layak untuk situasi abad XX, sehingga saat ini tidak dapat diberlakukan 

lagi. Saat ini adalah saatnya memberlakukan ayat-ayat us{u>l (makkiyah).499 

Isthiaq Ahmed, dosen di University of Stockholm, mempertanyakan pandangan 

ini. Dalam analisis Ahmed, sebagian ayat-ayat makkiyah sendiri menekankan 

ekslusifitas umat beriman, sehingga akan sulit didamaikan dengan pandangan modern 

mengenai kewarganegaraan dan kesetaraan. Pertanyaan ini dijawab oleh Na’im yang 

menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih antara ayat makkiyah dan madaniyah, 

dimana sebagian ayat makkiyah pada substansinya merupakan ayat madaniyah, atau 

sebaliknya. Karena itu, ayat makkiyah yang berbicara tentang ekslusifitas umat 

beriman harus dianggap sebagai ayat madaniyah.500  

Pernyataan Na’im sejalan dengan teori Imam al-Suyu>t{i>, dalam kitab al-Itqa>n 

yang menyebutnya dengan istilah  “ma> nazala bi makkah wa h{ukmuh madani>, wa ma> 

nazala bi al-madi>nah wa h{ukmuh makki> (ayat yang turun di Mekkah, tapi substansinya 

Madinah, dan ayat yang turun di Madinah tapi substansinya Mekkah)”.501  

                                                             
496 Ibid., 116-118. 
497

Ibid., 9-10. 
498Ibid., 1. 
499 Ibid.,9. 
500 Isthiaq Ahmed, dalam Dekonstruksi Syariah II, (Yogyakarta: LKiS, 2009), 120-121. 
501Jala>l al-Di>n al-Suyu>t{i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’an, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1979), 8-9. 
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 Perbedaan muatan makkiyah dan madaniyah sebagaimana dikemukakan T{a>ha,> 

juga dapat ditemukan pada pemikiran Imam al-Sha>t{ibi>. Dalam karya monumentalnya, 

al-Muwa>faqa>t, al-Sha>t{ibi> menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ayat-

ayat makkiyah dan madaniyah. Menurut al-Sha>t{ibi>, ayat-ayat makkiyah menetapkan 

pokok-pokok agama yang universal (as{lun kulliyyun>), khususnya yang meliputi 

pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Adapun ayat 

madaniyah berbentuk juz’i> (parsial) dan bersifat merinci, serta menyempurnakan. 

Untuk menguatkan pendapatnya, al-Sha>t{ibi> menunjuk contoh ayat tentang 

jihad. Menurut al-Sha>t{ibi>,  jihad yang disyariatkan pada periode Madinah, merupakan 

ajaran yang bersifat juz’i> yang menjadi bagian dari ajaran yang bersifat kully, yakni 

amr ma’ruf nahi munkar yang telah disyariatkan di Mekkah (Q.S. 31:17). Sebagai bukti 

lain, al-Sha>t{ibi> menunjuk ayat-ayat yang berbicara tentang upaya pemeliharaan 

terhadap lima persoalan asasi (al-us{u>l al-khamsah) yang diturunkan pada periode 

Mekkah.502 

Perbedaan muatan makkiyah dan madaniyah sebenarnya secara umum telah 

dibicarakan dalam berbagai kitab ‘ulu>m al-Qur’an, semisal Mana>hil al-‘Irfa>n karya al-

Zarqa>ni>, al-Burha>n karya al-Zarkashi>, Maba>h{ith fi> ‘Ulu>m al-Qur’an karya al-Qat{t{a>n, 

dan lain-lain.503 Namun dalam kitab-kitab tersebut tidak menyebutkan istilah ayat us{u>l 

dan ayat furu>’/juz’i>, sementara al-Sha>t{ibi> jelas menyebutkan istilah us{u>l dan juz’i>.  

 

3. Rekonstruksi Konsep Na>sikh Mansu>kh 

Berdasarkan asumsi bahwa syariah bersifat evolutif di atas, T{a>ha> berpendapat 

bahwa dalam rangka menjawab sekian tantangan modernitas, evolusi syariah di zaman 

modern ini adalah dalam bentuk ber-evolusi dari ayat madaniyah ke ayat makkiyah, 

dengan cara  mengamalkan ayat-ayat makkiyah dan me-nasakh ayat-ayat madaniyah. 

Ayat makkiyah lebih tepat diterapkan  di era modern ini, karena memuat pesan Islam 

yang abadi dan fundamental, yang menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan 

martabat yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, 

keyakinan agama, ras, dan lainnya. Sementara ayat madaniyah adalah ayat-ayat cabang 

(furu’) yang berlaku sesuai dengan kondisi dan kemampuan umat Islam waktu itu. Jika 

selama ini syariah lebih banyak didasarkan pada ayat-ayat madaniyah, hal tersebut 

tidak dapat dipertahankan lagi, karena situasi dan kondisi saat ini berbeda dengan 

kondisi pada abad ke-7. Teori ini dalam pandangan T{a>ha> pada dasarnya hanyalah 

                                                             
502 Abu> Ish{a>q Al-Sha>t{ibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us{u>l al-Shari>’ah, j. III, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t. 

), 33. 
503 Lihat Manna>’ al-Qat{t{a>n, Maba>h{ith fi> ‘Ulu>m al-Qur’an, (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1991), 63-64, 

‘Abd al-‘Az{i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m Alquran, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), 197-
198, Badr al-Di>n al-Zarkashi>, al-Burha>n fi> ‘Ulu>m Alquran, juz 1(Beirut: Da>r al-Fikr, 1988), 240-245. 
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perpindahan dari nas{{ ke nas{{  (intiqa>l min nas{ ila> nas{{), yakni dari ayat-ayat madaniyah 

ke ayat-ayat makkiyah. 504  

Pesan-pesan Mekkah sebagaimana disebutkan di atas menurut T{a>ha> terlalu 

maju dan modern untuk masyarakat pada abad VII sehingga mereka  menolak dengan 

keras.  Maka pesan yang lebih realistik dan kompromis pada masa Madinah diberikan 

dan dilaksanakan. Dengan jalan ini, pesan Mekkah yang belum siap untuk diterapkan 

dalam konteks sejarah abad VII ditunda dan diganti dengan prinsip yang lebih praktis 

yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah.  Namun demikian, aspek-

aspek pesan Mekkah yang ditunda  itu tidak akan pernah hilang sebagai sumber 

hukum. Ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa 

depan.  

Na'im memperjelas persoalan dengan menyatakan bahwa aspek-aspek  syariah 

seperti waris, saksi, hubungan dengan non muslim (misalnya pemberian status 

dhimmah dengan tanpa hak sipil dan politik apa pun),  jelas melanggar prinsip 

kebebasan, keadilan, dan persamaan di depan hukum.  Hukum-hukum itu  menurutnya 

hanya didasarkan pada ayat-ayat dan pengalaman kongkrit masyarakat Islam Madinah 

abad ke-7. Walaupun dasar semacam itu mungkin sesuai dengan zaman pertengahan, 

Na'im yakin bahwa wahyu Mekkah dapat dijadikan  dasar untuk melakukan perubahan 

hukum Islam agar sesuai dengan zaman modern. 505  

Berikut contoh perubahan bentuk pesan dari Mekkah ke Madinah  : 

1) Pada periode Mekkah, Alquran selalu menyapa seluruh manusia dengan istilah 

terhormat dan bermartabat, tanpa perbedaan ras, warna kulit, gender, maupun agama 

(Q.S. 17:70 ; 49:13). Sebaliknya, pada periode Madinah, isi pesan menjadi lebih 

spesifik  dan banyak ayat yang berusaha  membedakan komunitas muslim dengan 

komunitas lain dalam term-term permusuhan dan antagonistik (Q.S. 3:28 ; 8:72-3 ; 

9:23 ; 9:71 ; 60:1).  

2) Selama periode Mekkah,  Nabi diperintahkan menyebarkan Islam dengan damai, sesuai 

dengan prinsip kebebasan untuk memilih (Q.S 16:125 ; 18:29; 10:99 ; 18:29 ; 29:46 ; 

88:21-24 ). Namun pada masa berikutnya, Alquran dan sunnah memperbolehkan 

menggunakan kekerasan untuk melawan non muslim untuk memaksa mereka masuk 

Islam (Q.S. 9:5 ; 9:29).506  

Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini oleh para ulama selama 

ini diselesaikan melalui mekanisme nasakh. Ayat yang datang lebih dahulu dihapus 

oleh ayat yang datang berikutnya. Masalah yang muncul kemudian adalah, apakah 

                                                             
504T{a>ha>, al-Risa>lah, 9-10. 
505 Na’im, Dekonstruksi Syari’ah,  98-107. 
506 Ibid., 106-107 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 470 

nasakh itu permanen, yang dengan demikian teks-teks Mekkah  tidak dapat 

dipraktekkan di masa depan? Menurut T{a>ha>, ini tidak mungkin, karena  jika demikian, 

maka tidak ada gunanya pewahyuan tersebut.  Membiarkan nasakh menjadi permanen 

berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama mereka yang terbaik.507 

Keputusan adanya nasakh yang permanen iniah yang kemudian dijadikan legitimasi 

para ahli hukum untuk melakukan gerak evolusi hukum Islam, berangkat dari ayat 

Madinah, me-nasakh ayat makkiyah. Pada saat ini, dimana dunia penuh dengan 

pluralitas, maka saatnya umat Islam ber-evolusi dari ayat madaniyah menuju ayat 

makkiyah.508 Menurut Na’im, pada masa lalu, tehnik nasakh telah digunakan untuk 

membangun syariah yang hingga sekarang masih diterima sebagai model Islam yang 

murni dan otentik, maka kini tehnik yang sama pun dapat digunakan untuk 

menghasilkan hukum Islam modern yang murni dan otentik pula.509  

Berbeda dengan konsep nasakh ulama umumnya, menurut T{a>ha>, nasakh 

bukanlah penghapusan “total dan permanen” melainkan “penghapusan untuk 

sementara, menunggu saat yang tepat untuk dilaksanakan”. Ketika saat yang tepat itu 

datang,  maka hukum  itu berlaku kembali. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk 

memberlakukan kembali ayat-ayat makkiyah  yang sudah ditunda pelaksanaanya, dan 

me-nasakh ayat-ayat madaniyah. Jika itu dilakukan, maka ayat yang diberlakukan 

kembali itu menjadi ayat muh{kama>t, sementara ayat yang muh}kama>t pada abad ke-7, 

sekarang di-nasakh. Ketika usulan ini diterima sebagai basis hukum Islam modern, 

maka keseluruhan produk hukumnya sama islaminya dengan syariah yang ada selama 

ini. 510  Dasar T{a>ha> adalah Q.S. 2: 106: 

         ننسأھا                          

“Ayat apa saja yang Kami nasakh” maksudnya adalah ayat apa saja yang Kami 

batalkan dan Kami tarik keberlakuannya. “Atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya” 

artinya adalah Kami tunda keberlakuan hukumnya. “Akan Kami gantikan dengan yang 

lebih baik” maksudnya adalah lebih dekat dengan pemahaman manusia dan lebih tepat 

waktunya bagi mereka daripada yang ditunda. “Atau yang sebanding dengannya” 

maksudnya adalah “akan Kami ulang kembali untuk diberlakukan ketika waktunya 

tiba”.  

Dengan demikian, maka nasakh bukanlah menggugurkan sama sekali, tetapi 

menunda sambil menunggu saat yang tepat untuk diberlakukan. Ketika ayat-ayat 

madaniyah pada abad VII me-nasakh ayat-ayat makkiyah dan telah menjalankan 

                                                             
507 Ibid., 111-117. 
508

 Pengantar Redaksi dalam Arus Balik Syari'ah, terj. Khairan Nahdhiyyin, (Jogjakarta: LKiS, 2003), vii-ix. 
509 Na’im, Dekonstruksi Syariah 1, 97. 
510 T{a>ha>, al-Risa>lah,  9-10. 
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fungsinya  hingga habis masanya, maka ayat furu’ tersebut menjadi tidak layak untuk 

situasi baru abad XX. Oleh karena itu sudah saatnya untuk me-nasakh-nya dan 

memberlakukan ayat-ayat us{u>l yang telah di-nasakh pada abad VII. Atas dasar inilah 

tasyri’ baru dibangun. Inilah pengertian dari evolusi syariah yang tidak lain adalah 

peralihan dari teks yang telah menjalankan fungsinya sampai selesai ke  teks yang pada 

saat itu masih disimpan hingga tiba saatnya.  Dengan demikian, evolusi bukanlah 

lompatan di angkasa, dan bukanlah pemikiran mentah, tapi peralihan dari teks ke 

teks.511 

Dalam mendukung argumentasi bahwa pesan Islam dapat, dan pada dasarnya 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan audiens, T{a>ha> mengutip Q.S 16:44. 

Kata kerja yang digunakan berhubungan dengan pewahyuan kepada Nabi (anzalna>) 

berbeda dengan kata kerja yang digunakan untuk orang pada umumnya (nuzzila) secara 

jelas mengindikasikan bahwa Nabi diperintahkan untuk menjelaskan dan menerapkan 

bagian wahyu yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada waktu 

itu.512 Hal itu diperkuat hadis Nabi: “Kami para Nabi diperintahkan untuk menjelaskan 

kepada manusia menurut tingkat pemahaman mereka”.  513  

Muncul pertanyaan, apakah Allah tidak tahu bahwa masyarakat Arab pada saat 

itu belum siap melaksanakan ayat-ayat makkiyah ? Pertama; Alquran merupakan 

wahyu terakhir dan Nabi Muhammad juga merupakan Nabi terakhir. Konsekuensinya, 

Alquran harus berisi semua yang dikehendaki Allah untuk diajarkan, baik yang harus 

dilaksanakan dengan segera, maupun yang akan dilaksanakan pada masa yang akan 

datang. Kedua; demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan kepada manusia, Allah 

membiarkan manusia belajar dari pengalaman praksis mereka sendiri dengan tidak 

dapat diterapkannya pesan Mekkah yang kemudian diganti pesan yang bersifat praktis 

periode Madinah. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih 

otentik dan kuat.514 

Argumen T{a>ha> dalam mengartikan nasakh dengan “penundaan”, pada dasarnya 

memiliki landasan kuat, karena dalam beberapa kitab tafsir dan qira’at disebutkan 

bahwasanya lafaz   أو ننس�ھا memang memiliki dua versi bacaan. Versi pertama,   أو ننس�ھا  

dan versi kedua    515. أو ننس�أھا Versi kedua inilah yang dijadikan sebagai pegangan oleh 

T{a>ha>. Beberapa tokoh sahabat dan tabi’in, diantaranya ‘Umar b Khat}t}a>b,{ dan  Muja>hid, 

mengartikan lafaz ini dengan “meng-akhirkan dan menunda”. Berdasarkan bacaan versi 

kedua tersebut, al-T{abari> menafsirkan ayat itu dengan “ayat apa saja yang Kami 

turunkan kepada engkau Muhammad yang Kami ganti, dan Kami batalkan hukumnya 

                                                             
511 Ibid.,9. 
512 Ibid., 135. 
513 'Ala>'u al-Di>n al-Burha>n Fauri>, Kanz al-'Umma>l, juz  10,  (t.t.: Mu’assasah al-Risa<lah, t.t.), 242. 
514T{a>ha>, al-Risa>lah, 15-16. 
515 Ibn Muja>hid, Kita>b al-Sab’ah fi> al-Qira>’ah, tah{qi>q Shauqi> D{i>f (Kairo: Da>r al-Ma>’arif, t.t.), 168.  
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sementara tulisannya tetap, atau Kami akhirkan kemudian Kami tunda dan Kami 

tetapkan dengan tidak merubah dan membatalkan hukumnya, pasti Kami datangkan 

yang lebih baik, atau setara dengannya”.516 Makna menunda inilah yang kemudian oleh 

T{a>ha> ditafsirkan dengan menunda keberlakuannya hingga datang waktu yang tepat 

untuk diberlakukan, sebagaimana penjelasan di atas. 

Konsep nasakh muncul sebagai jalan keluar adanya ayat/ hukum yang dinilai 

bertentangan. Ulama’ Hanafi, misalnya, menjadikan nasakh sebagai langkah pertama 

yang akan diambil ketika menghadapi dalil yang dianggap bertentangan. Sementara 

itu, jumhur menjadikan nasakh sebagai langkah ketiga, jika dua langkah sebelumnya, 

yakni al-jam’u wa al-taufi>q (mengkompromikan) dan tarji>h{ (mencari yang lebih kuat) 

menemui jalan buntu.517 Sekalipun konsep ini masih menuai kontroversi di kalangan 

ulama, namun sebagian besar mendukung keberadaan konsep tersebut .518 

 

4. Isu-Isu Pembaruan T{a>ha> dan Implikasinya 

a. Isu-Isu Pembaruan T{a>ha> 

 Menurut T{a>ha> sesungguhnya banyak ajaran Islam yang hanya merefleksikan 

suatu penerapan untuk suatu waktu tertentu dan bersifat transisional karena 

keterbatasan kemampuan masyarakat. Ketentuan syariah yang transisional tersebut 

mulai saat ini harus diganti dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam 

yang tercantum dalam ayat-ayat makkiyah.519  

 Berikut beberapa ajaran Islam yang bersifat prinsip yang diangkat T{a>ha sebagai 

proyek pembaruannya: 

1) Kebebasan. Prinsip dasar dalam Islam adalah kebebasan setiap individu yang harus 

diimbangi dengan kewajiban. Jika ia tidak sanggup menjalankan kewajibannya, maka 

kebebasan tersebut dicabut. Karena itu selama 13 tahun periode Mekkah, Islam 

menggunakan pendekatan persuasif dalam berdakwah (Q.S. 18:29; 16:125). Namun 

karena pesan ini ditolak bahkan dengan kekerasan dan secara umum masyarakat belum 

siap untuk bersikap toleran, perintah ini kemudian diganti dengan ayat-ayat pedang 

(Q.S. 9:5; 2:193; 8:39). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka jihad dan perbudakan 

bukanlah ajaran asli Islam, melainkan ajaran yang bersifat transisional.520 

                                                             
516

 Muh{ammad b Jari>r Abu> Ja’far al-T{abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’an, juz 2 (t.t.: Mu’assasah 
al-Risa>lah, 2000), 478.  

517 Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islam, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 2001), 1204-1208.   
518 Ali al-S{a>bu>ni>, Rawa>’i’ al-Baya>n, j. 1, (T.t:t.p, t.t.),  101-102. 
519 Ibid., 118-123. 
520 T{a>ha>, al-Risa>lah, 118-124. 
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2) Persamaan. Prinsip dasar dalam Islam adalah kesetaraan penuh antara laki-laki dan 

perempuan (Q.S. 35:18; 40:17; 74 :38) dan antara muslim dan non muslim (Q.S. 17:70 ; 

49:13). Namun Islam datang di tengah masyarakat yang mengubur anak perempuannya 

hidup-hidup (Q.S. 16:58-59).  Maka Islam berkompromi dengan memberikan aturan 

yang bersifat transisi dalam rangka mempersiapkan masyarakat untuk menjalankan 

prinsip asli Islam. Diberilah wanita separuh harta waris dan diperkenankan menjadi 

saksi walaupun hanya dihargai separuh laki-laki. Poligami juga dibenarkan dengan 

batasan-batasan. Dan karena masyarakat belum siap bersikap toleran, maka 

disyariatkan jizyah, jihad, dan lain-lain.521 

3) Demokrasi. Menurut T{a>ha> manusia memiliki hak yang sama untuk memegang 

kekuasaan. Karena masyarakat pada saat itu tidak mampu menggapai kebebasan 

individu dalam memilih dan bertindak, maka Nabi dijadikan sebagai pengawal (wa>s{i>) 

untuk mempersiapkan mereka menjalankan demokrasi. Karena itu, menurut T{a>ha>, 

musyawarah bukanlah demokrasi, ia hanya derivasi dari demokrasi. Ayat-ayat 

musyawarah adalah Q.S. 3:159; 42:38, sementara ayat-ayat demokrasi adalah Q.S. 

88:21-22. 522 

4)  Sosialisme (ishtira>kiyah). Menurut T{a>ha>,  zakat> bukan ajaran asli Islam,         

melainkan ajaran yang bersifat subsider dan transisional karena prinsip asli ajaran 

Islam adalah sosialisme, dimana seluruh masyarakat memiliki hak yang sama terhadap 

hasil bumi sebatas kebutuhannya (Q.S. 2:219). T{a>ha> menyebut ayat ini sebagai ayat 

zakat kubra> atau ayat zaka>t al-nabi yang menurutnya selama ini di-nasakh oleh ayat 

zakat sughra> (Q.S. 9:103 ).523  

Namun demikian syariah yang dapat dikembangkan menurut T{a>ha> adalah di bidang 

muamalah, bukan ibadah kecuali zakat, ataupun  h{udu>d. H{udu>d menurut T{a>ha> 

dibangun di atas landasan agama yang begitu mapan. Yang dapat dikembangkan 

dengan menyelaraskan dengan kehidupan masyarakat adalah syariah muamalah seperti 

hak-hak azasi individu seperti sistem ekonomi dan politik, dan lain-lain yang terkait 

dengan perubahan sosial dan sistem yang harus mengikuti dinamika perkembangan 

sosial.524  

b.  Implikasi Teori T{a>ha> 

1) Implikasi Metodologis 

Menurut analisis Yudian Wahyudi—guru besar UIN Yogyakarta--,  ijtihad 

T{a>ha> berusaha mendialogkan antara nas{{ yang bersifat ilahi tetapi terbatas dari segi 

                                                             
521 Ibid., 118-133. 
522

 Ibid., 149-155. 
523Mah{moud Muh{ammad T{a>ha>, Tat{wi>r Sharia’at al-Ah{wa>l al-Shakhs{iyah, (Beirut: al-Markaz al-Thaqafi 

al-‘rabi)., 307. 
524 T{a>ha>, al-Risa>lah, 163-164. 
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jumlah, dengan 'urf yang bersifat wad{'i>  (sekuler) tetapi selalu berkembang. Ijtihad 

T{a>ha> dalam menjabarkan maqa>s{id al-shari'ah ke dalam konteks ruang dan waktu dinilai 

Yudian unik dan sangat orisinal. T{a>ha> berusaha mendialektikakan antara otentisitas 

dengan kontemporenitas.525  

Dalam Islam, ‘urf dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan 

hukum. Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan:526 

 تغیرالفتوى واختلافھا بحسب تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد

Sebuah kaidah lain mengatakan:    الع��ادة محكم��ة.  527 Karena itu sebuah ‘urf 

sepanjang tidak menyalahi nas{{ shar’i harus diakomodasi sebagai bagian hukum Islam, 

sebab jika telah menjadi tradisi berarti telah menjadi kebutuhan dan pemenuhan 

kebutuhan adalah sebuah kemaslahatan, sementara kemaslahatan merupakan tujuan 

hukum Islam (      اینم�ا كان�ت المص�لحة ف�ثم حك�م االله )528. Sebagai konsekuensi dari hukum yang 

didasarkan pada ‘urf, ketika ‘urf tersebut berubah, hukum itu juga berubah, karena 

berarti telah terjadi perubahan ‘illat hukum. Sebuah kaidah mengatakan:     الحك�م ی�دور م�ع

 529 علتھ وجودا وعدما

Prinsip-prinsip inilah yang nampaknya dipegang teguh oleh T{a>ha>.  Hanya saja 

prinsip ‘perubahan hukum’ tersebut selama ini menemui tembok buntu, karena di 

kalangan ulama' ada semacam kesepakatan bahwa hukum Islam kategori fikih saja 

yang dapat menerima perubahan.530 Persoalannya adalah, beberapa ketentuan hukum 

seperti waris yang dinilai diskriminatif didasarkan pada teks Alquran dan sunnah yang 

jelas dan rinci. ‘Kesepakatan’ inilah yang diantaranya coba dikonstruksi ulang oleh 

T{a>ha>.  

Dari gebrakan yang dilakukannya, secara metodologis, teori T{a>ha> melahirkan 

implikasi yang sangat signifikan bagi metodologi hukum Islam, diantaranya adalah : 

1. Segala macam bentuk hukum sepanjang menyangkut muamalah, dapat berubah jika 

terjadi perubahan situasi dan kondisi sosial karena berarti telah terjadi perubahan ‘illat 

hukum. Jika dalam ijtihad yang diformulasikan ulama selama ini, berlaku kaidah “tidak 

ada ijtihad dalam kasus yang sudah dibicarakan nas{”, maka dalam teori T{a>ha>, ijtihad 

berlaku dalam menghadapi nas{. Nas{-nas{ yang dikategorikan qat{’i> oleh syariah abad 

ketujuh, dengan demikian tidak dapat diterapkan saat ini. Misalnya, masalah wanita 

                                                             
525 Yudian Wahyudi, "Hukum Islam Sesuai untuk Segala Ruang dan Waktu, Sebuah Pencarian ala K. IR", 

Kata Pengantar dalam buku "Evolusi Syari'ah", (Jogjakarta : Pesantren Nawesea, 2007), vi.  
526 Ibnu al-Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘A>lami>n, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1977), cet. Ke-2, juz 

III, 14-30. 
527 al-Zuh{aily, Us{u>l al-Fiqh, 859. 
528Yusuf Qardawi, al-Ijtihad al-Mu,asir, (Da>r at-Tauzi’ wa an-Nasy al-Islamiyah, 1994), 68  
529 al-Zuhaily, Us{u>l al-Fiqh, 861. 
530 Atho' Mudzhar, "Universalisme Islam dan Kehidupan Modern", Makalah dalam seminar "Islam dan 

Sekularisasi".( BPKM-IIQ Jakarta), 1990, 3. 
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(waris, saksi), perbudakan, dhimmah, riddah, dan semua persoalan yang menyangkut 

HAM. 531   

2. Nasakh tidak dapat diberlakukan secara permanen, karena nasakh bukan pembatalan 

hukum, melainkan penundaan keberlakuan sebuah hukum, sehingga dengan demikian 

maka tidak ada ayat yang mansu>kh secara permanen. Dengan pengertian demikian, 

maka ayat yang datang terlebih dahulu dapat me-nasakh ayat yang turun belakangan. 

3. Ayat-ayat yang berbentuk  kha>s{ memiliki indikasi z{anni>, sementara ayat-ayat ‘a>m 

memiliki indikasi qat{’i>. Kesimpulan  ini didasarkan pada pemikiran T{a>ha> bahwasanya 

ayat-ayat us{u>l berlaku universal, sementara ayat-ayat furu’ berlaku secara kondisional. 

Teori ini jelas berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan jumhur selama ini 

bahwasanya nas{ yang berbentuk kha>s{ memiliki indikasi qat{’i>.532 

Konsep ijtihad yang diformulasikan jumhur memang cukup problematik. 

Prinsip bahwa ijtihad hanya dilakukan atas "yang berubah", tanpa mengusik "yang 

abadi" menjadi tidak sesederhana itu. Penggolongan ke dalam prinsip "yang abadi" dan 

"yang berubah" menimbulkan masalah,  bagaimana cara mengetahuinya ? Biasanya 

akan dijawab, yang abadi itu yang qat{'i>, sementara yang berubah  z{ann>i. Persoalannya, 

tidak semua orang sepakat terhadap sesuatu yang dinilai qat{’i> atau tidak. 

 lebih membingungkan adalah tawaran untuk mengidentikkan prinsip-prinsip 

yang abadi tersebut dengan "ruh Islam". Bagaimana cara menentukan bahwa prinsip 

tertentu adalah ruh Alquran sementara yang selebihnya tidak esensial? Misalnya, 

hukum waris. Disepakati bahwa salah satu ruh Alquran adalah penegakan keadilan. 

Persoalannya, sementara kalangan menilai bahwa dua banding satu tidak adil, 

sementara yang lain menyatakan adil.533 

Perpindahan dari ayat madaniyah kepada ayat makkiyah yang ditawarkan T{a>ha{ 

nampaknya memiliki kemiripan dengan teori istihsa>n. al-Karkhi>—seorang ulama 

H{anafi>—misalnya, mendefinisikan istihsa>n dengan “berpalingnya seorang mujtahid 

dari suatu ketetapan hukum, kepada ketetapan hukum lain karena ada pertimbangan 

yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. Dalam konsep Hanafi, 

bentuk-bentuk  istihsa>n adalah berpindah dari kiyas jali> kepada kiyas khafi>, atau dari 

dalil/kaidah umum kepada dalil juz’i>, atau dari dalil/kaidah umum kepada ijma’, atau 

dari dalil/kaidah umum kepada dalil darurat.534 Artinya, sebuah dalil ketika diterapkan 

dinilai tidak membawa maslahah, maka berpindah kepada dalil lain yang dinilai dapat 

memberi maslahah. Itulah istihsa>n. Secara substantif, demikian pula dalam teori T{a>ha>. 

                                                             
531 Asma’,  al-Madkhal, 11-12. 
532 A. Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us{u>l al-Fiqh, (T.t.: al-Da>r al-Kuwaitiyah, 1968), 191. 
533 Haidar Bagir,”Prolog” dalam  Ijtihad dalam sorotan,  (Bandung: Mizan, 1996), 18. 
534 al-Zuh{aili>, Us{u>l al-Fiqh, 737-746. 
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Bedanya, dalam teori T{a>ha>, perpindahan tersebut, dari ayat madaniyah kepada ayat 

makkiyah. Nampaknya teori T{a>ha> cukup tepat disebut new istihsa>n. 

 

E. Implikasi Hukum 

1. Kebebasan : T{a>ha> menolak memasukkan riddah sebagai bagian dari h{udu>d, karena 

melanggar prinsip kebebasan (Q.S 2:256). Disamping itu, tidak ada nas{ yang secara 

qat{’i> menyebut hukuman bagi pelaku riddah. Ayat-ayat pedang juga harus dinyatakan 

mansu>kh oleh ayat-ayat toleransi (Q.S 2:256;16:125).535  

2. Kesetaraan :  

a. Hukum keluarga : Berdasarkan prinsip kesetaraan, penentuan bagian waris 2:1, dan 

saksi 2:1 harus diubah dengan pembagian yang sama. Keadilan bagi masyarakat abad 

ke-7, menjadi zalim dalam pandangan masyarakat abad ke-20. Karena itu, bentuk 

keadilan beralih pada pandangan baru. Ketika Alquran mengatakan bahwa wanita 

bernilai separuh laki-laki, pada saat bersamaan agama mengatakan bahwa laki-laki dan 

perempuan sama di hadapan hukum (Q.S. 2: 228). Karena situasi dan kondisi zaman 

berubah, secara otomatis merubah pula ketentuan tentang hak dan kewajiban 

perempuan dan laki-laki. Maka jika kewajiban yang dibebankan kepadanya setara 

dengan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki, hak-nya pun setara dengan hak 

laki-laki. 536  Atas dasar prinsip kesetaraan pula, poligami juga haram, dan hanya 

diperbolehkan dalam situasi darurat. Kewajiban ber-hijab juga harus dinyatakan tidak 

lagi berlaku. Demikian pula pemisahan laki-laki dan perempuan. 537  Berdasarkan 

prinsip mas’uliyyah al-ta>mmah (Q.S. 6:94 ; 19:81, 96 ; 6:146 ; 53:38), maka tidak ada 

seorang pun yang harus bertanggung jawab terhadap orang lain.  538 Seluruh ayat yang 

memuat ‘perwalian’ perempuan atas laki-laki, mulai saat ini harus dinyatakan 

mansu>kh. 539 

b. Politik : Konsep jizyah dan dhimmi> harus dihapus karena melanggar prinsip kesetaraan. 

Tidak boleh ada perbedaan karena perbedaan akidah, unsur, kelompok, dan lain-lain.540 

3. Demokrasi : Mulai saat ini, ayat-ayat tentang musyawarah (Q.S. 3:159; 42:38) harus 

dinyatakan mansu>kh oleh ayat-ayat demokrasi (Q.S. 88:21-22). Dengan demokrasi, 

maka seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam negara, baik 

laki-laki, perempuan, muslim, maupun non muslim.541 

                                                             
535 Mah{moud MT{a>ha>, al-Dustu>r al-Isla>mi>, (T.t: t.p, 1968),  14-15. 
536 T{a>ha>, Tat{wir,  273-274. 
537 T{a>ha>, al-Risa>lah, 127-133. 
538 T{a>ha>, Tat{wi>r, 312-313. 
539 T{a>ha>, al-Risa>lah, 126-127. 
540 T{a>ha>, al-Dustu>r al-Isla>mi>, 11-12. 
541 Ibid., 41. 
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4. Sosialisme (ishtira>kiyah) : Ayat zakat sughra> (Q.S. 9:103) sejak saat ini harus 

dinyatakan mansu>kh oleh ayat zakat kubra> (Q.S. 2:219). 542  Menurut Na’im, T{a>ha> 

tidak bermaksud mengubah proporsi zakat yang sudah ada, namun hendak membangun 

sistem kepemilikan bersama sehingga orang miskin dapat memperoleh kebutuhannya 

sebagai hak, bukan sebagai kemurahhatian orang kaya.  

Dengan menerapkan ayat-ayat makkiyah yang memuat prinsip-prinsip dasar 

ajaran Islam maka seluruh bentuk diskriminasi dapat diatasi, sehingga tidak akan ada 

lagi diskriminasi karena agama dan gender. Dalam pandangan kebutuhan vital bagi 

prinsip hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global sekarang ini, 

pelaksanaan pesan Mekkah menjadi hal yang tidak bisa tidak harus dijalankan. 

Menurut Na’im, pilihan T{a>ha> terhadap abad ke-20 sebagai abad yang tepat untuk 

pemberlakuan kembali ayat-ayat makkiyah memang subjektif meski dikemukakan 

secara rasional. Namun saat ini, hal tersebut dinilai Na’im merupakan satu-satunya 

jalan untuk dilakukan.543  

Namun, menjadi sulit memahami pemikiran T{a>ha>  ketika dia menolak 

mengutak-atik h{udu>d dengan alasan karena  didasarkan pada nas{{ yang begitu terang 

benderang. Bukankah waris juga didasarkan pada na{s{ yang terang benderang ? 

Bukankah ketentuan h{udu>d juga dinilai tidak sesuai dengan alam modern ? Ibrahim 

Hosen--pendiri IIQ dan PTIQ Jakarta--  bahkan secara berani berpendapat bahwa jika 

ketentuan h{udu>d tetap dipertahankan,  maka hukum- hukum itu hanya akan menjadi 

hukum utopis dan akan tetap tersimpan sebagai sebuah dokumen suci yang tidak 

bermakna, karena tidak pernah membumi. 544  Dari sisi ini sebenarnya T{a>ha> masih 

‘kalah berani’ ketimbang Ibrahim Hosen. Namun demikian, di sisi lain, teori T{a>ha> 

memang memaksa orang untuk berpikir keras. Pernyataannya bahwa  zakat bukan 

ajaran asli Islam, tidak mudah untuk dipahami. Tetapi jika melihat praktik ulama 

selama ini dimana dalam zakat diberlakukan kiyas, nampaknya pemikiran T{a>ha> cukup 

menemukan acuannya. 

Bagaimanapun, teori ini jelas belum selesai dan menyisakan banyak pertanyaan. 

Misalnya, sampai kapan ayat-ayat madaniyah tersebut akan di--‘istirahat’kan ? 

Berhubung teori T{a>ha> berangkat dari asumsi adanya ayat yang kontradiktif dalam 

Alquran, bagaimana kalau berangkat dari asumsi tidak ada ayat yang kontradiktif?  

 

 

                                                             
542 T{a>ha>, Tat{wi>r, 307. 
543 Na’im, Dekonstruksi, 345.  
544 Ibrahim Hosen, "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap 

Pelaksanaan Aturan)" dalam Wacana Baru Fiqh Sosial, ed. Jamal D Rahman, et. Al. (Bandung: Mizan, 
1997), 114 
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F. Penutup 

Teori evolusi syariah T{a>ha> pada dasarnya merupakan gugatan terhadap konsep qat{'i>-

z{anni> yang selama ini menjadi pegangan para ulama klasik. Namun demikian, T{a>ha> 

juga terlihat ambivalen ketika menerima konsep  h{u>du>d yang disebutnya didasarkan 

pada ayat dengan redaksi yang tegas. Hanya saja yang pasti, sasaran yang dituju adalah 

bagaimana hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan kontemporer. Teorinya 

mampu melahirkan hukum yang lebih ramah kepada perempuan dan non muslim, serta 

melahirkan paradigm baru dalam usul fikih. 

Jika dicermati lebih mendalam, teori T{a>ha> lebih tepat disebut new istih{sa>n, karena 

berpindah dari satu dalil ke dalil lain karena tuntutan maslahah. Ijtihad T{a>ha> jelas 

bukan termasuk ijtihad baya>ni>,  qiya>si>, ataukah ijtihad is}t}is}la>hi> 545, karena sasaran 

ijtihad T{a>ha> memasuki wilayah yang selama ini dianggap  qat}’i>. Perlu kecermatan dan 

kehati-hatian yang luar biasa untuk menerima atau menolak tawaran pemikiran 

tersebut. Membahasnya dengan pikiran jernih dengan parameter yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Allah A’lam bi al-S{awa>b. 
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